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WALJKOTA BJTUNG 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NOMOR 55 TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALJKOTA BITUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 
ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Tata Cara 
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pcrurnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu mene tapkari Peraturan Walikota 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Bitung. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Burni 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tah uri 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 ten tang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 ten tang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Banguuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lernbarau Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5045); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Pera.tur an Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara RepubHk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor p6 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah · '(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerirrtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik . Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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Menetapkan 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

27. Peraturan Dacrah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keµangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kata Bi tung Nomor 8 Tahun 201 O ten tang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kata Bi tung Tahun 2010 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Daerah Kota Bitung Nomar 1 Tahun 2013 tenrang 
Perubahan atas Peraturan Dacrah Kota Bitung Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kata 
Bitung Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Dacrah 
Kota Bitung Nomor 115); 

29. Peraturan Daerah Kata Bitung Namar 4 Tahun 2011 ten tarig 
Retribusi Jasa Umum [Lerrrbarart Daerah Kata Bitung Tahun 
2011 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Daerah Kata Bitung 
Nornor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kata Bitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 4 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Um urn (Lembaran 
Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 23); 

30. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 
2011 Namar 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kata Bi tung 
Namer 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kata Bitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kata Bitung Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 116); 

31. Peraturan Dacrah Kata Bitung Nomar 6 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kata Bitting 
Tahun 2011 Namar 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata 
Bi tung Nomor 110); 

32. Peraturan Dacrah Kata Bitung Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata 
Bitung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kata Bitung 
Tahun 2013 Nomor 31); 

33. Peraturan Walikata Bitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata 
Bitung Tahun Anggaran 2014 (Serita Daerah Kata Bitung 
Tahun 2013 Nomor 105); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
BITUNG 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Bitung. 
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Bitung dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Bitung. 
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bitung. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kata Bitung. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Bitung. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kata yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Kata dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang 
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara U:.num Daerah. 

10. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yangjuga melaksanakan pengelolaan APED. 

11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

13. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang sclanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara 
Umum Daerah. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

17. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yangjuga melaksanakan pengelolaan APBD. 

18. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah J'ang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainriya sesuai 
dengan kebutuhan. 
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20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. · 

24. Sasaran (target) adalah hasil yang dihasilkan diharapkan dari suatu program 
atau keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA 
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran 
Badan Pengelola Keuangan Daerah sclaku Bendahara Umum Daerah. . 

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selarijutrrya 
disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang me�uat perubaha� 
anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPD yang d1gunakan sebagar 
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

BAB ll 
MEKANISME PERGESERAN 

Pasal 2 

· h K t dapat melakukan pergeseran 
(1) Dalam keadaan t�rter:itu, pemerrnta o a 

anggaran yang meliputi : . byek belanja dalam obyek belanja berkenaan� 
a. pergeseran antar r1nc1an o . . . b k . d n 
b. pergeseran an tar obyek belanja d�lam jerus belanja erta:n�:;iat!n, an tar 
c. pergeseran antar unit orgarusasi. antar program, an 

jenis belanja. . . 

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat_ (1) m_e1iput1 : 
erkembangan yang tidak sesuai dengan aaumsi KUA, 

a. �eadaan 
ang menyebabkan harus dilakukan pergese�an. anggar�n a�:� 

b. 
�;���rt:f 

��j!i'ct:��: r:�r:a;.;la�j�a�:t:���"a� z: ;���� ���:',;�' :byek 

belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan . yang belum 
c. adanya dana-dana khusus yang diterima Pemer1ntah Kota 

ditampung dalam APBD. 
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Pasal 3 

(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terrnasuk 
pergeseran �ggaran :1n�uk unit organisasi, program, kegiatan, jenis belanja, 
obyek belarija dan rmcian obyek belanja yang belum dianggarkan dalam 
APBD. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diformulasikan 
dalam DPPA-SKPD dan/atau DPPA-PPKD, RKA-SKPD dan/atau RKA-PPKD. 

(3) P�rgeseran anggaran yang belum ditampung dalam APBD sebagaimana 
dirnakaud pada ayat (1), termasuk pcnambahan program dan/atau kegiatan 
atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya beserta dana 
pendampingnya apabila dipersyaratkan. 

BAB 111 
PENGAJUAN PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal4 

(1) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran an tar 
rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a kepada PPKD. 

(2) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar 

obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf b kepada Sekretaris Daerah. 

(3) Pengguna Anggaran SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran antar 
unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c kepada Walikota. 

(4) Usulan pergcseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 
dan ayat {3) memuat alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA 
SKPD atau RKA-PPKD atau DPPA-SKPD atau DPPA-PPKD. 

BAB JV 
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 5 

(1) Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyck bela nja dalam obyek 

belanja berkenaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan 

oleh PPKD, dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. 

(2) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh 

Sekretaris Daerah, dengan mempcrtimbangkan has-ii verifikasi. 

(3) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar 

kegiatan, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 

(3) dilakukan oleh DPRD, berdasarkan usulan tertulis Walikota. 

(4) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 

diverifikasi oleh TAPD. 
(5) Usulan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat setelah 

mempertimbangkan hasil verifikasi. 
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BAB V 
PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 6 

Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Walikota mengubah Peraturan 
Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk 
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APED. 

BAB Vl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota Bitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Bi tung. 

Ditetapkan di Bitung 
Pada Tanggal 31 Desembcr 2013 

WALl�ITUNG, 

HANNY SONDAKH 

Diundangkan di Bitung 
Pada tanggal 31 Desember 2013 

SEKRETARIS AERAH KOTA, 

Drs. EDIS N HUMIANG, M.Si 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19610804 198603 1 016 

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 110 

8 


